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Mengingat

GTJBERNUR LAMPI.ING

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAIIUI{ 2021

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

a. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas
perempuan serta menjamin hak yang setara antara
perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan Pengarusutamaan
Gender;

b. bahwa peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan
kelembagaan, perencurnaan, penyusunan, pelaksanaan,
penganggaran, pemaltauan, dan evaluasi atas kebijakan,
prograrn, dan kegiatan yang responsif Gender diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan masyarakat;

c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor l0 Tahun
2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan
sehingga perlu digantit

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Frovinsi l^ampung tentang
Pengaru sutamaan Gender;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8)
menjadi Undang-undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminisasi terhadap Wanita (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan
Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan
Jabatan (ILO Conuention No. 111 Concerning Discimination in
Respect of Emplogment and Ocanpation) (trmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Daiam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 95, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1O4, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
Kovenan Intemasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (International Couenant on Economic, Social and
Culhral Rights) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tal:l-:n 2207 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

I 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Ke{a (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 254,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);



.)

14. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 20O8
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengaru sutamaan Gender di Daerah;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran
Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9
Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Provinsi tampung Nomor 8 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung, (Lembaran Daerah Provinsi t ampung
Tahun 2019 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
la-mpung Nomor 41O);

19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional);

Dengan PersetuJuan Bersama

Menetapkan

DEUIAN PERWAIIILAIV RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUITG
dan

GT'BERNI'R LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

PERATI'RAN
GENDER.

DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1 . Provinsi adalah Provinsi l,ampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi lampung
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan
fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda
adalah Bappeda Provinsi Lampung.

Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah
strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan kesetaraan keadilan antara
laki-laki dan perempuan.

Gender adalah konsep y€rng mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan
tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang tefadi akibat dari dan dapat
berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia, agar
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan.

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan
perempuan.

Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang
kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses,
partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk
mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan,
fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan
dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman,
aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan
laki-laki.

Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran
yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan lakilaki yang tujuannya
untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen
yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap
isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output
kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point
adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk
melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

Kelompok Kerja Pengarustatnaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG
adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender
dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
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20. Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu
kelembagaan yang memiliki fokus terhadap PUG.

21. Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat
Daerah secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan
Keadilan Gender dalam pembangunan di Provinsi melalui implementasi PUG.

22. Rencana Keda dal Anggaral Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA
PD adalah dokumen perencanaan dal penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyrrsunan APBD.

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG berdasarkan pada asas:
a. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
b. keadilan;
c. partisipatif;

1- d. kesetaraan; dan
e. sinergitas.

Pasal 3
Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan untuk
percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan y€rng responsif gender di Provinsi.

Pasai 4
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok

masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
b. mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol

dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
c. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempu€rn di berbagai bidang

pembangunan;

r- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e. menguatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat da-lam pembangunan

partisipatoris yang responsif gender;
f. mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik

dan pengambil keputusan, sosial ekonomi; dan
g. memberikan dasar bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun strategi

pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan,
penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan daerah.

Pasal 5
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:
a. tugas dan kewenangan;
b. pelembagaan;
c. kelembagaan;
d. sistem informasi;
e. keq'asama;
f. partisipasi masyarakat;
g. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
h. pembinaan;
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i. pendanaan; dan
j. penghargaan

BAB II
TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi dan
pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pasa1 7

Pemerintah Daerah berwenang:
a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah;
b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di

daerah;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG

bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pendidikan;
f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebljakan, program dan

kegiatan yang responsif gender;
g. memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analis gender,

perenczrnaan €rnggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi,
informasi dan edukasi PUG;

h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di
bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak
asasi manusia, politik dan ketenagake{aan; dan

i. memfasilitasi data gender terpilah.

BAB III
PERENCANAAN

Bagran Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun rencana kebdakan, program dan
kegiatan PUG.

(2) Rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dituangkan dalam:
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
d. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah); dan
e. Rencana Keg'a Perangkat Daerah

(3) Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

(1) Analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menggunakan
metode alur kerja analisis gender (Gerder Analgsis Pathuagl atau metode
analisis lain.

(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah
dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.



(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat
Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran
Perangkat Daerah dapat bekeq'asama dengan lembaga perguruan tinggi atau
pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

(4) Tata cara pelaksanaan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(l) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dituangkan
dalam penyusunan GBS.

(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah
dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagran yang tak
terpisahkan dengan dokumen RKA PD dan DPA.

Pasal l1
(r) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra

Perangkat Daerah, Rencana Ke{a Perangkat Daerah dan RKA PD yang responsif
gender.

(2) RKA PD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.

Bagran Kedua
Pelaksanaan

Pasal 12

Dalam rangka pelaksaraan PUG, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang
sama dalam segala bidang kepada perempuan dan lakilaki sesuai kapasitas,
kemampuan serta harkat dan martabatnya masing-masing.

Pasal 13

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Provinsi.

Gubernur menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas
pemberdayaan perempuan sebagai kordinator penyelenggaraan
pengarusu tamaan gender di Provinsi.

Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
melalui:
a. komitmen;
b. kebijakan;
c. kelembagaan;
d. sumber daya;
e. sistem informasi dan data terpilah;
f. alat analisis gender; dan
g. partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk
memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses partisipasi,
kontrol dan manfaat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

(1)

(2\

(3)

(4)

(s)
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Pasal 14

(1) Untuk percepatan pelaksanaan PUG, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah
Prorrinsi, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta,
perusahaan yang memiliki usaha lintas Kabupaten/ Kota wajib memiliki
kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender.

(2\ Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, program, dan kegiatan resposif
gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

(1) Setiap Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi, satuan pendidikan
menengah dan pendidikan khusus swasta, dan perusahaan yang memiliki
usaha lintas Kabupaten / Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pencabutan izin atau surat keputusan; dan/atau
c. penarikan dan penghentian fasilitas yang telah dan akan diberikan oleh

Pemerintah Daerah.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan setelah

dilakukan pembinaan oleh Pokja PUG.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

(1)

{21

(1)

(2\

(1)

(2)

Pasal 16

Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG dibentuk kelembagaan PUG.

Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Pokja
PUG, Tim Penggerak, Tim Teknis PUG dan Focal Point.

Pasal 17

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didukung dengan
tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang PUG
serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang
PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan
pelatihan dan bimbingan teknis serta advokasi.

Bagian Kedua
Pokja PUG, Tim Penggerak, Tim Teknis, dan Focal Point

Pasal 18

Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh
Perangkat Daerah Provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi.

Gubernur menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Provinsi dan
Kepala Perangkat Daerah yalg membidangi tugas pemberdayaan perempuan
sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG provinsi.

Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.

Pembentukan Pokja PUG Provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
(3)

(4)
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Pasal 19
Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai
tugas:
a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat

Daerah;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota;
c. menyusun program keq'a setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
e. menyusun rencana keq'a Po\ia PUG setiap tahun;
f. bertanggung jawab kepada gubernur melalui wakil gubernur;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
h. menyusun Profil Gender Provinsi;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di provinsi;
k. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; dan
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-

masing Perangkat Daerah.
Pasal 20

(1) Rencana Aksi Daerah PUG di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
hurufj memuat:
a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

(2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

(1)Tim penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas dalam
mendorong, mengefektilkan dan mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan
terkoordinasi didaerah.

(2) Tim penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat
Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 22

(l)Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayal (2) beranggotakan
aparatur yang memahami analisis anggaran yarlg responsif gender.

(2) Kriteria aparatur yang memahami analisis anggarzrn y€rng responsif gender
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasa] 23

(11 Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) pada setiap
Perangkat Daerah di pro'rinsi terdiri dari pejabat dan/ atau staf yang membidangi
tugas perencanaan dan/atau program.

(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit keda;
b. memfasilitasi penyusunan rencana ke{a dan penganggaran Perangkat Daerah

yang responsif gender;
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaErn gender

kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan

kegiatan pada unit ke{a; dan
f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat

Daerale.
(3\ Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh

kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
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Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur ke{a kelembagaan PUG diatur dalam
Peraturan Gubernur.

BAB V
SISTEM INFORMASI

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sistem informasi PUG yang terintegrasi.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. data terpilah antara perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan

yang al<an digunakan untuk analisis gender;
b. kebijakan, program dan kegiatan PUG;
c. ruang Parlisipasi Masyarakat; dan
d. informasi lainnya terkait dengan PUG.

(3) Data terpilah antara perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib disediakan masing-masing Perangkat Daerah.

(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas
bersama dengan Bappeda.

Pasal 26

(1) Setiap Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) dapat
dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. surat keputusan; dan/atau
c. penarikan dan penghentian fasilitas yang telah dan akan diberikan oleh

Pemerintah Daerah.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan setelah
dilakukan pembinaan oleh Pokja PUG.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan ke{a sama dalam pelaksanaan PUG.
(2) Ke{'a sama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan dengan:

a. Daerah lain;
b. Pihak Ketiga; dan/atau
c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan perundang-

undangan
(3) Ke{a sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengacu

pada peraturan daerah Provinsi yang mengatur mengenai kerja sama.

(4) Perjanjian ke{asama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang
memuat:
a. tanggung jawab para pihak;
b. hak dan kewajiban para pihak;
c. jangka waktu ke4'asama;
d. bentuk kegiatan;
e. pembiayaan;
f. pertanggungjawaban; dan
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g. persyaratan lainnya yang disepakati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan masyarakat dalam pelembagaan PUG.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan

melalui mekanisme:
a. pemberian informasi dan data;
b. pemberian akses informasi dan data;
c. konsultasi publik;
d. kemitraan dengan pemangku kepentingan; dan/atau
e. bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam PUG diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 29

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri
secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 30

(ll Focal Point PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja
PUG melalui Kepala Perangkat Daerah.

(2) Pelaksanaan PUG dilaporkan oleh Pokja PUG kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam
Negeri dengan tembusan kepada Menteri yang membidangi pemberdayaan
perempu€rn.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disampaikan secara
berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 31

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, meliputi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan;
b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c. sasaran kegiatan;
d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;
e. permasalahan yang dihadapi; dan
f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 32

(1) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi
bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman teknis pelaporan PUG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.



Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 33

(1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada

setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya

penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
(4) Bappeda wajib melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG

berdasarkan RPJMD dan Rencana Ke{a Perangkat Daerah.

(5) Pelaksanaan eva-luasi dapat dilakukan melalui keq'asama dengan Perguruan
Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau kmbaga Swadaya Masyarakat.

(6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunzrn
kebijakan, program dan kegiatan tahun yang akan datang.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 34
! Gubemur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Provinsi.

Pasal 35

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 secara teknis dilakukan oleh
Dinas.

(2) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Provinsi;
b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi,

dan koordinasi;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada

Perangkat Daerah;
d. peningkatan kapasitas Tim Teknis, Focal Point, Pokja PUG, dan lembaga

pendukung PUG; dan
e. strategi pencapaian kine{a PUG.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimalsud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 36

(1) Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi.

(2) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaarl kepada setiap orang,
kelompok, organisasi masyarakat atau lembaga Swadaya Masyarakat, dunia
usaha, Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan PUG dan
Kesetaraan Gender.

-t2-
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(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. piagam;
b. piala; dan
c. uaig.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan os[ngaimafl&
dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Gubemur.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasa] 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan daerah di bidang
PUG dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidat< bertentangan
dengan ketefltuan dalam Peratural Daerah ini.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditet.pkan paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orant mengetahuinya, memerintahkan p€ngundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi iampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tarrggal 3l - 12 - 2O2l

GI'BERICUR I.AUPT'I{G,

ARIXAT I}ruilNDI

Diuadangkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVITSI LAMPU G'
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAIT DAERAH PROVIISI LAIIIPUITG
NOMOR 14 TAHUN2021

TENTANG

PEI{GARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada
kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas
penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi
kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin
setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang
sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hal< setiap warga negara
untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif.

Mengingat kepentingan-kepentingan tersebut di atas, perlunya prinsip inklusi
sosial dalam pembangunan daerah, serta adanya berbagai kebijakan melalui
Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
jo Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender, maka pelaksanaan kegiatan perencanaarl pembangunan
untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian
permasalahan perempuan dan lakilaki perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

v Pasa] 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia
adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki
manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan
kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa
beberapa hak itu, dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras,
agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf b
Yang dimaksud keadilan adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai
filosofrs dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau
orang.

Huruf c
Yang dimaksud partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam
setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat
inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melaluijalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok
masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
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Huruf d
Yalg dimaksud kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran
dan tanpa bias.

Huruf e
Yang dimaksud sinergisitas adalah membangun dan memastikan
hubungan keqjasama internal yang produktif serta kemitraan yang
harmonis dengan para pemalgku kepentingan, untuk menghasilkan
karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

- Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
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Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 2 I
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 3l
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
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Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
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